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PENDAHULT AN

1.1 Latar Belakangs
koebijakan pembangunan pendidikan dalam kwrun wak 2004 - 2004
diprioriteskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yvang
lebib herkualitas melalui pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tehun
dan pemberian akses vang lebih besar kepada kelompok masyarakat vang selama
ini kurang dapal memjangkau lavanan techadap pendidikon dasar vang ada i
[Indoncsia,

Salah satu faktor vang memperparah sulitnya masyarakal Indonesia
mendapatkan fasilitas don lavanan pendidikon adalah dikarenakan naiknya ongkos
pendidikan akibat kenatkan harga BBM yvang selalu berflukioass beberapa tahun
terakhir ini. Hal i juga ditkuti dengan kenaikan harpa kebutuhan pokok lainns
vang mengakibatkan turunnya kemampuan daya beli penduduk misking tlermasok
dava dalam pembelian produk-produk pendidikan. Kondisi seperti ini lambat laun
akan menghambat kebijakan pembangunan vang telah dicanangkan pemerintah
viaitu Progeam Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun kerena penduduk miskin
akan semakin sulit memenuhi kebutuhan higva pendidikan,

Berdasarkan kebijakan pembangunan yang telah dicanangkan pemerinizh,
maka dikeluarkonlah Undang- Undang Momor 20 Tahun 2003 fentang Sistem
Pendidikan Wasional vang menvatakan hahwa seriap warpa Negara vang berusia

7- 13 1ahun wajib mengikuti pendidikan dasar, Berdasarkan undang — undang



terschut maka pemerintah wajib memberikon pelayvanan kepada waraa Aegaranya
dalam bidang pendidikan  yaiw seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan
dasar { SIVMI dan SMPY MTs serta satuan pendidikan vane sederajal.

secarn Kemulatil jumlab siswa putas sekolah dalam koron wakia 2 twhan
werakhir mencapar |39 Juta untuk jenjany SIYMT . 3357000 untuk jenjang
SMPMTs den 352600 untuk jenjang SMASME/MAL Disparitas partisipasi
sekolah juga masith cukup tinggi antar kelompok  masvarakar, Salah  sato
kesenjengan terbesar adalah antara partisipasi pendidikan penduduk kava dengan
penduduk miskin. Sebagai gambaran . pada st rata- rata Angks Partisipasi Kasar
(APK ) Jenjang SMP/MTs sebesar 8108 persen. sementara APK kelompok
terkaya lelah mencapai W51 persen. sementara APK kelompok termiskin baru
mencapai 61,13 persen { Depariemen Pendidikan Nasiomal, 2005 ). Keadean
tersebul tentu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara
untuk mendapatkan pendidikan sekaliges untuk mencapai sasaran I'rogram Wajib
Belajar Pendidikan dasar 9 tahun yang antara lain diukur dengan tercapainya APK
jenjang SMPMTs sebesar 95 persen pada tahun 2008, serta untuk mencapai
sasaran - sasaran yang ditelapkan dalam kesepakatan  intermasional scperti
Educarion For AL (EFA) dan Millewiwen Development Goals (MINGs) vaitu
memberikan pendidikan vang merata pada semua anak, laki- laki dan perempuan
dimanapun. minimal sampai jenjang pendidikan dasar,

Untuk menentukan apakah kebijakan pemerintah ini sukses atau tidak
maka Program Wajib Belajar @ Tahun divkur dengan Angha Partisipasi Kasor
{AFK). Untuk tahun 2005, APK tingkat SMP sebesar 8322 % dan pada akhir

tahun 2006 telah mencapai 88.68% dimana tarpet penuntasan Program Pendidikan
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PENUTUP

5.1, kesimpulin

Drari hasi penelitian dan pembahasan vang telah penulis lakukan mengenai

audit operasional pengelolaan Dana BOS pada Dinas Pendidikon Kota Solok

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

Penvelolaan dana BOS pada Dinas Pendidikan Kotz Solok belum
sepenuhnva efektif, Hal ini bisa dilihat dari anggaman yang tclah
ditetapkan aleh Tim Manajemen BOS tidak scsuai dengan realisasinys,

Lintuk ST telah diccalisasikan scbesar 8,.2% dan untuk SMP schesar

69, 5%.

2. Masih basvak sekolah vang terlambat dalam menyampaikan S
sebagai buktl pertanggungjawaban atas pengaunaan Dana BOS.

3. Penppendatian manajemen yong masih lemah  dalam menyibkop
kelerlambatan pemberian 5P,

4, Masih banvak sckolah sang tdak memajung papan RAPBS schingas
bukti transparansi masih korang.

3. Masth banvak sckolah vang kekurangan tcnapa administrasi dan
bendahara vang khusus menangani BOS,

5.0 Suran

Berdasarkan hasil audit vang telah diflakukan pada Dinas Pendidikan

Foota solok {Tim Manajemen BO¥S) perinde Januari- Maret 2009, maka penuli=

dapat memberikan beberapa sarand rekamendasi schagai berikut

a8
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